
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.424, 2018 KEMENHUB. APJ.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 27 TAHUN 2018 

TENTANG 

ALAT PENERANGAN JALAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan 

jalan berupa alat penerangan jalan guna mewujudkan 

keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu 

lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam 

berlalu lintas, perlu diatur Peraturan Menteri 

Perhubungan mengenai alat penerangan jalan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 56, dan Pasal 57 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang 

Alat Penerangan Jalan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5468); 

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALAT 

PENERANGAN JALAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.  Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan 

yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang 

lalu lintas 

2. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi 

lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di 

atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan 

rel dan jalan kabel. 
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3. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai 

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 

kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

4. Kawasan Komersial adalah kawasan pusat kegiatan bisnis 

berupa perkantoran, perbankan, niaga, hiburan, 

perhotelan, atau kawasan yang memberi keuntungan bagi 

pengelolanya. 

5. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan 

hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan 

perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

6. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal 

suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana 

kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan 

siap dioperasikan. 

7. Peralatan Hemat Energi adalah piranti atau perangkat 

atau fasilitas yang dalam pengoperasiannya 

memanfaatkan energi secara hemat sesuai dengan 

benchmark hemat energi yang ditetapkan. 

8. Lumens adalah arus listrik yang diubah menjadi arus 

cahaya oleh suatu sumber cahaya yangberupa peralatan 

elektronik. 

9. Iluminansi adalah kuat pencahayaan yang jatuh pada 

permukaan jalan akibat dari suatu sumber cahaya dalam 

satuan footcandle atau lux. 

10. Luminansi adalah pantulan kembali cahaya oleh suatu 

permukaan yang menerima pencahayaan dalam satuan 

candela per meter persegi. 

11. Efikasi adalah perbandingan antara jumlah arus cahaya 

atau lumens yang dihasilkan lampu terhadap daya listrik 

yang dibutuhkan dalam satuan lumens/watt. 

12. Rasio Kemerataan atau Uniformity Ratio adalah 

perbandingan iluminansi dan/atau luminansi antara nilai 
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minimum dengan nilai rata-rata atau nilai minimum dan 

nilai maksimum pada suatu permukaan jalan. 

13. Indek Perlindungan atau Index of Protection (IP) adalah 

suatu kode yang menunjukan tingkat perlindungan 

komponen Alat Penerangan Jalan dari pengaruh luar baik 

dari gangguan benda padat maupun gangguan dari benda 

yang berupa cairan. 

14. Colour Rendering Index (CRI) yaitu kemampuan sumber 

cahaya untuk menghasilkan warna benda yang disinari 

mendekati warna benda yang sebenarnya. 

15. Panel surya adalah peralatan elektronik yang berfungsi 

menangkap energi sinar matahari dan mengubah menjadi 

energi listrik. 

16. Baterai adalah peralatan elektronik yang berfungsi untuk 

menyimpan energi listrik. 

17. Luminer adalah peralatan elektronik yang dapat 

menghasilkan, mengontrol, dan mendistribusikan cahaya. 

18. Tiang adalah penopang dari bahan logam dan/atau bahan 

non-logam yang digunakan untuk menambatkan Luminer 

serta komponen–komponen Alat Penerangan Jalan yang 

lain. 

19. Unit Pembangkitan Tenaga Listrik adalah badan usaha 

penyedia tenaga listrik yang diakui dan mendapat izin 

usaha resmi dari pemerintah. 

20. Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang 

melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang 

pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang 

diberikan hak untuk melakukan sertifikasi tenaga listrik, 

kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan 

rendah. 

21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas 

dan angkutan jalan. 

22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Darat. 
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Pasal 2 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini 

meliputi: 

a. jenis Alat Penerangan Jalan; 

b. spesifikasi teknis Alat Penerangan Jalan; 

c. penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan; dan 

d. pembuatan Alat Penerangan Jalan. 

 

BAB II 

JENIS ALAT PENERANGAN JALAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenisnya, terdiri atas: 

a. Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenis lampu; 

b. Alat Penerangan Jalan berdasarkan catu daya; dan 

c. Alat Penerangan Jalan berdasarkan kuat pencahayaan. 

 

Pasal 4 

(1) Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, menggunakan sistem: 

a. Alat Penerangan Jalan otonom; dan/atau 

b. Alat Penerangan Jalan interkoneksi. 

(2) Alat Penerangan Jalan otonom sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a merupakan Alat Penerangan Jalan 

yang berdiri sendiri dengan pengaturan kuat 

pencahayaan dan penyediaan kebutuhan arus listrik 

diatur dan disediakan oleh Alat Penerangan Jalan secara 

mandiri. 

(3) Alat Penerangan Jalan interkoneksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Alat 

Penerangan Jalan dengan pengaturan kuat pencahayaan 

dan penyediaan kebutuhan arus listrik terkoordinasi dan 

terkoneksi dengan Alat Penerangan Jalan yang dipasang 

pada lokasi lain. 
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